Menimbang

Mengingat

SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 282609 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Dd¢abhhpaten Kediri

Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekmd@s Olahraga,

sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosialpmkanasyarakat dan
dinamika hukum, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaledaich huruf a

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retrilrmpat Rekreasi dan
Olahraga;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rg&ptidonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembamtiaerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawauiTsebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahurb 1Bé6mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 19 Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang —Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perygdea Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan dtisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 (Tedrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembant®aerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norta5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomdB87)4
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengadangaUndang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik led@nTahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indands&mor

4844);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepaatas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NdrfipTambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakrdba dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indenég&hun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik IrslanBlomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentaegb@ntukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repobtonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rkepgobonesia
Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentamyelRmnggaraan
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik IndoneBa&hun 1996
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik InslanBlomor
3658);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentanggeR#aan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon€alaun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IrslanBlomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangon®an
Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Mir({ineahbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnan Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Déeeafbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentategJara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak DaeraRelaibusi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@@66&ng Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahhdhdizerapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nagdorahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 TahunO2@&nhtang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemiafin Kabupaten
Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008mor 10/
SeriD);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tald@82entang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Baten Kediri
Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Katwpi&ediri
Nomor 41);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahuf82@ntang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan darwRata (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 48/Seri D)



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Menetapkan

dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG RETRIBI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Kediri.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupateniKedir

Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentoidaing retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangpakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukahauyang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perséaganya,Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalamukeapapun, firma,
koperasi,dana pensiun, persekutuan,perkumpularsgay@ganisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi lainnigambaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dantbikrusaha tetap.

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhuburegegam wisata, termasuk
pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta-usaha yang terkait dibidang
tersebut.

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagiankdgiatan tersebut yang
dilakukan secara sukarela serta bersifat sementdtk menikmati obyek dan
daya tarik wisata.

Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakamdgoalan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaaaanisata.

Daerah tujuan wisata yang selanjutnaya disebutifest Pariwisata adalah
kawasan geografis yang berada dalam satu atauvélaiyah administratif yang
didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitasunm fasilitas pariwisata,
aksesibilitas, serta masyarakat yang saling tedaait melengkapi terwujudnya
kepariwisataan.

10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Wisatawan Domestik adalah warga negara indonesig lyeelakukan wisata.
12. Wisatawan Mancanegara adalah warga negara asiggyalakukan wisata.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Hari Besar adalah hari yang dirayakan untuk mempati suatu peristiwva
penting yang meliputi hari besar agama dan ha@rboeasional yang ditetapkan
pemerintah.

Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesaatyipenjadi sasaran wisata.
Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luasitteryang dibangun atau
disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah kawasan dengantertentu yang
dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutubawigata.

Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga yang setaygudisebut retribusi, adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa rpelapamakaian fasilitas
tempat rekreasi,pariwisata dan olahraga.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasg digediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena padarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badangyamenurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk meétak pembayaran retribusi
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu terteangymerupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa danjipen tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uangldaang ditentukan
oleh kepala daerah untuk menampung seluruh peremici@erah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mutaipeéaghimpunan data
objek dan subjek retribusi, penentuan besarny#usiryang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribigsgrta pengawasan
penyetoran.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutigiagkat SKRD adalah Surat
Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya juméhiok retribusi yang
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnyabdis STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau san@snimistrasi berupa bunga
dan/atau denda.

Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya hdiselnsentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai peyadramatas kinerja tertentu
dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghirdpunmengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan semfgjektif dan profesional
berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk mekepgtuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lainadalrangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribesakda



27. Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerddlah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipdng selanjutnya disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukingyalengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang retribusigyeamjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahdigangut retribusi sebagai
pembayaran atas jasa pelayanan, penyediaan tepkyatsi, pariwisata dan olah
raga yang dimiliki dan / atau dikelola oleh PemiatnDaerah.

Pasal 3
(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat rekrpaswisata dan olahraga, yang

meliputi :

a. kawasan Pariwisata Sumber Ubalan yang terletakedaDarak, Kecamatan
Plosoklaten;

b. kawasan Pariwisata Corah yang terletak di Kelurdeme Kecamatan Pare;

c. kawasan Pariwisata Puh Sarang yang terletak di Peke&Sarang Kecamatan
Semen,;

d. kawasan Pariwisata Sumber Podang yang terletakeda Doho Kecamatan
Semen,;

e. kawasan Pariwisata Besuki yang terletak di Desa Bggamatan Mojo;

f. kawasan Pariwisata Gunung Kelud yang terletak dsaD&ugihwaras
Kecamatan Ngancar;

g. kawasan Pariwisata Sri Aji Joyoboyo yang terletak Desa Menang
Kecamatan Pagu;

h. kawasan Pariwisata Simpang Lima Gumul di Desa stgjdhé&Kecamatan
Ngasem;

I. kawasan Pariwisata Surowono, Kecamatan Badas;

j. kawasan Pariwisata Candi Tegowangi di Desa Tegow&mgamatan
Plemahan;

k. kawasan Pariwisata Bendung Gerak Waru Turi di NaebKecamatan
Gampengrejo;

. kawasan Pariwisata Rafting Sungai Konto di Desa aSinKecamatan
Kepung.

(2) Dikecualikan dari obj&etribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ladala
pelayanan tempat rekreasi , pariwisata, dan olgh yang disediakan, dimiliki,
dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMDn qgiéghak swasta.



Pasal 4
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badamy yaenggunakan/menikmati
pelayanan penyediaan tempat rekreasi usaha paawiaa olahraga.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkdragai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan freltugenis, jumlah dan jangka
waktu pemanfaatan tempat rekreasi, fasilitas, aipanwisata dan olahraga.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya r&ribusi jasa usaha
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntuygag layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud paddlgyadalah keuntungan
yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tdrgdakukam secara efisien
dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 @igtahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksuda payght (1) dilakukan
dengan memperhatikan indek harga dan perkembamgakgnomian
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud @a@éd (2) ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9
Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagailioeri
A. KAWASAN PARIWISATA SUMBER UBALAN
1) masuk Kawasan Pariwisata :
a. hari Senin sampai dengan hari Jum’at:



1. dewasa sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiahyrpag per sekali
masuk.
2. anak — anak sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu ruppan)orang per
sekali masuk.
b. hari Sabtu, Minggu dan hari libur:
1. dewasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)openg per sekali
masuk.
2. anak — anak sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu fupehorang per
sekali masuk.
2) kawasan Kolam Renang :
a. masuk kawasan kolam renang ;
1. dewasa sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)ozerg sekali
masuk;
2. anak — anak sebesar sebesar Rp. 3.000,00 (tigaupicah) per orang
sekali masuk.
b. penggunaan ban alat pelampung sebesar Rp. 2.50fy@0ribu lima
ratus rupiah) per orang sekali pakai;
C. penggunaan pakaian renang pria sebesar Rp. 2.0@uadibu rupiah)
per orang sekali pakai;
d. penggunaan pakaian renang wanita sebesar Rp. @00@0ga ribu
rupiah) per orang sekali pakai.
3) sarana Wisata Tirta :
a. penggunaan sepeda air sebesar Rp. 2.500,00 (duknmdo ratus rupiah)
untuk 1 (satu) kali putaran;
b. penggunaan perahu motor sebesar Rp. 2.500,00 {owdima ratus
rupiah) per orang untuk sekali putaran.
4) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
a. kios permanen sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu mypier M setiap
bulan;
b. kios semi permanen sebesar Rp. 2.000,00 (duauijiatt) per M setiap
bulan;
c. pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang bersifat ensid sebesal
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per’der hari.
5) bumi Perkemahan :
a. penggunaan tenda sebesar Rp. 15.000,00 (lima bblasupiah) per
unit per hari;
b. penggunaan lokasi perkemahan sebesar Rp. 1.5G%&00U lima ratus
rupiah) per M per hari.
B. KAWASAN PARIWISATA CORAH
1) masuk Kawasan Pariwisata :
a. hari Senin sampai dengan Hari Jum’at:
1. dewasa sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)ogzerg per
sekali masuk;



2. anak — anak sebesar sebesar Rp. 3.000,00 (tigarufpah) per
orang per sekali masuk.
b. hari Sabtu, Minggu dan hari libur :
1. dewasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiahpgserg per sekali
masuk;
2. anak — anak sebesar sebesar Rp. 4.000,00 (empatupkah) per
orang per sekali masuk.
2) kawasan Kolam Renang :
a. masuk kawasan kolam renang :
1. dewasa sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)ozerg sekali
masuk ;
2. anak — anak sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rugeh)rang sekali
masuk.
b. penggunaan ban alat pelampung sebesar Rp. 2.50@0ribu lima
ratus rupiah) per orang sekali pakai ;
C. penggunaan pakaian renang pria sebesar Rp. 2.0@@0ibu rupiah)
per orang sekali pakai ;
d. penggunaan pakaian renang wanita sebesar Rp. @00@fga ribu
rupiah) per orang sekali pakai.
3) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
a. kios permanen sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluhuijtiah) per M setiap
bulan;
b. kos semi permanen sebesar Rp. 2.500,00 (dua nifzurlitus rupiah) per
M? setiap bulan;
c. pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang bersifat ensid sebesa
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per’der hari.
C. KAWASAN PARIWISATA PUH SARANG
1) masuk Kawasan Pariwisata :
a.dewasa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiahdierg per sekali masuk;
b.anak — anak sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rup@hprang per sekali
masuk.
2) kendaraan Masuk Kawasan Wisata :
a. sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)efali snasuk;
b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupatgghali masuk;
c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya selbgsa3.000,00 (tiga
ribu rupiah) per sekali masuk;
d. mini bus dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 ( timarupiah) per
sekali masuk;
e. bus/truk sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu Mygar sekali masuk.
D. KAWASAN PARIWISATA SUMBER PODANG
1) masuk Kawasan Pariwisata :
a. dewasa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiahdierg per sekali masuk;
b.anak — anak sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rup@hprang per sekali
masuk.



2) kendaraan Masuk Kawasan Wisata :
a. sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)egati snasuk;
b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupeggbali masuk;
c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya selpgsa2.000,00 (dua
ribu rupiah) per sekali masuk;
d. bus/truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)sp&ali masuk.
3) bumi Perkemahan :
a. penggunaan tenda sebesar Rp. 15.000,00 (lima bblasupiah) per
unit per hari;
b. penggunaan lokasi perkemahan sebesar Rp. 1.50&00U lima ratus
rupiah) per M per hari.
E. KAWASAN PARIWISATA BESUKI
1) masuk Kawasan Pariwisata :
a. hari Senin sampai dengan hari Jum’at:
1. dewasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)openg per sekali
masuk;
2. anak — anak sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu fupehorang per
sekali masuk.
b. hari Sabtu, Minggu dan hari libur:
1. dewasa sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiahprserg per sekali
masuk;
2. anak — anak sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rugi@n)orang per
sekali masuk.
2) kendaraan Masuk Kawasan Pariwisata :
a. sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)egati snasuk;
b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupeggali masuk;
c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya selfgsa2.000,00 (dua
ribu rupiah) per sekali masuk;
d. bus/truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiat)se&ali masuk.
3) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
a. kios permanen sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu mypier M setiap
bulan;
b. kios semi permanen sebesar Rp. 2.000,00 (duauijiatr) per M setiap
bulan;
c. pemanfaatan lalma untuk kegiatan yang bersifat insidentil sebe
Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pefpér hari.
4) bumi Perkemahan :
a. penggunaan tenda sebesar Rp. 15.000,00 (lima bblasupiah) per
unit per hari;
b. penggunaan lokasi perkemahan sebesar Rp. 1.50&00U lima ratus
rupiah) per M per hari.
F. KAWASAN PARIWISATA GUNUNG KELUD
1) masuk Kawasan Pariwisata :



2)

3)

4)

5)
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a. hari Senin sampai dengan hari Jum’at:
1. dewasa sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiahpnaeg per
sekali masuk;
2. anak — anak sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupghdrang per
sekali masuk.
b. hari Sabtu, Minggu dan hari libur:
1. dewasa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupehprang per
sekali masuk;
2. anak — anak sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribunupéx orang per
sekali masuk.
c. masuk Theater/Gedung pertunjukan hari Senin sardpagan hari
Jum’at :
1. dewasa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupsthdrang per
sekali masuk;
2. anak — anak sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribuhjuper orang
per sekali masuk.
d. masuk Theater/Gedung Pertunjukan hari Sabtu, Minigguhari libur :
1. dewasa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribuhup&x orang per
sekali masuk;
2. anak — anak sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribahuper orang
per sekali masuk.
kendaraan masuk kawasan pariwisata :
a. sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)egati snasuk;
b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupstsgbali masuk;
c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya sebBga 2.000,00 (dua
ribu rupiah) per sekali masuk;
d. bus/truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiat)se&ali masuk.
penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
a. kios permanen sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu Injigper M2 setiap
bulan;
b. kios semi permanen sebesar Rp. 2.000,00 (duauijiatr) per M setiap
bulan;
c. pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang bersifatdensi sebesal
Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pefpér hari.
bumi Perkemahan :
a. penggunaan tenda sebesar Rp. 15.000,00 (lima bblasupiah) per
unit per hari;
b. penggunaan lokasi perkemahan sebesar Rp. 1.5G&004U lima ratus
rupiah) per M per hari.
sarana Permainan (Flying Fox) :
Penggunaan sarana permainan flying fox sebesa2@R@00,00 (dua puluh
ribu rupiah) per sekali luncuran.
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G. KAWASAN PARIWISATA SRI AJI JOYOBOYO
1) masuk Kawasan Pariwisata :
a. masuk Petilasan :

1.

dewasa sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiahyrpag per sekali
masuk;

anak — anak sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rugan)orang per
sekali masuk.

b. masuk Sendang Tirto Kamandanu:

1.

dewasa sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupialyrpag per sekali
masuk;

anak — anak sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rugan)orang per
sekali masuk.

2) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
a. kios permanen sebesar Rp. 2.000,00 (duauiiah) per M setiap
bulan;
b. kios semi permanen sebesar Rp. 1.500,00 (serita fatus rupiah) per

MZ

setiap bulan.

H. KAWASAN PARIWISATA SIMPANG LIMA GUMUL
1) masuk Monumen:
a. hari Senin sampai dengan hari Jum’at:

1.

dewasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiahpgerg per sekali
masuk;

anak — anak sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rugeah)orang per
sekali masuk.

b. hari Sabtu, Minggu dan hatri libur:

1.

dewasa sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiahprzerg per sekali
masuk;

anak — anak sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rugsah)orang per
sekali masuk.

2) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha di dalamukten :
a. lahan usaha sebesar Rp. 10.000,00 (sefbluhupiah) per M setiap
bulan;
b. penggunaan gedung pertemuan sebesdr30.000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah) per hari.
3) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha di luar Mamu:
a. kios permanen sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluhrtipiah) per M
setiap bulan;
b. kios semi permanen sebesar Rp. 10.000,00 (sepiblutiupiah) per M
setiap bulan;
c. pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang bersifat ensild sebesal
Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) petpér hari.
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KAWASAN PARIWISATA SUROWONO
1) masuk Kawasan Candi Surowono :
a. hari Senin sampai hari Jum’at:

1. dewasa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)opmrg per sekali
masuk;

2. anak — anak sebesar sebesar Rp. 2.500,00 (dubnmébwatus rupiah)
per orang per sekali masuk.

b. hari Sabtu, hari Minggu dan hatri libur:

1. dewasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)openg per sekali
masuk;

2. anak — anak sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupahn)orang per
sekali masuk.

2) masuk Kawasan Kolam Renang Sumber Drajat :
a. masuk kawasan kolam renang:

1. hari Senin sampai hari Jum’at:
a. dewasa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiahpaerg per sekali
masuk;
b. anak — anak sebesar sebesar Rp. 2.500,00 (dudimburatus
rupiah) per orang per sekali masuk.
2. hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur:
a. dewasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)opang per
sekali masuk;
b. anak — anak sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu ruggahprang per
sekali masuk.

. penggunaan ban alat pelampung sebesar Rp. 2.50@y@0ribu lima

ratus rupiah) per orang per sekali pakai;
penggunaan pakaian renang pria sebesar Rp. 2.0@ua0ibu rupiah)
per orang sekali pakai;

. penggunaan pakaian renang wanita sebesar Rp. @00@bga ribu

rupiah) per orang sekali pakai.

3) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
a. kios permanen sebesar Rp. 10.000,00 (sepilduhrupiah) per M

per bulan;

b. kios semi permanen sebesar Rp. 2.500,00 (duainiaurbtus rupiah) per

M? per bulan.

J. KAWASAN PARIWISATA CANDI TEGOWANGI
1) masuk Kawasan Pariwisata :

1. dewasa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiahopmrg per sekali
masuk;

2. anak — anak sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu limes natpiah) per
orang per sekali masuk.

2) kendaraan Masuk Kawasan Pariwisata :
a. sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)egati snasuk;



13

b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupeggbali masuk;
c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya selkiepa2.000,00 (dua
ribu rupiah) per sekali masuk;
d. bus/truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)sp&ali masuk.
3) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
a. kios permanen sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu myipar M setiap
bulan;
b. kios semi permanen sebesar Rp. 2.000,00 (dua upiah) per M
setiap bulan;
c. tanah usaha sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupialv)psetiap bulan.
K. KAWASAN PARIWISATA BENDUNG GERAK WARU TURI
1) masuk Kawasan Pariwisata :
a. hari Senin sampai dengan hari Jum’at :
1. dewasa sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiahpraerg per
sekali masuk;
2. anak — anak sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupahprang per
sekali masuk.
b. hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur:
1. dewasa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)opang per
sekali masuk;
2. anak — anak sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupehorang
per sekali masuk.
2) kendaraan Masuk Kawasan Wisata :
a. sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)eati snasuk;
b. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupeiseiali masuk;
c. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya selfepa3.000,00 (tiga
ribu rupiah) per sekali masuk;
d. mini bus dan sejenisnya sebesar Rp. 10.000,00u{sepibu rupiah)
per sekali masuk;
e. bus/truk sebesar Rp. 20.000,00 ( dua puluh ribuah)pper sekali
masuk.
3) penggunaan Fasilitas Tempat Usaha :
pemanfaatan lahan untuk kegiatan yang bersifat ensid sebesa
Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pefpér hari.
L. KAWASAN PARIWISATA RAFTING SUNGAI KONTO
Setiap Pengguna dikenakan tarif sebesar Rp. 200@0@ua ratus ribu
rupiah) per paket per orang per sekali pakai.

Pasal 10
(1) Tarif Retribusi bagi Wisatawan Mancanegara yanguk&s wasan Wisata
pada semua obyek sebesar Rp. 25.000,00 (dua poiatribu rupiah) per
orang per sekali masuk.
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(2) Tarif retribusi masuk gedung theatre di kawasamypsata Gunung Kelud

@)

(4)

bagi wisatawan asing sebesar Rp. 25.000,00 (dug puma ribu rupiah)
per orang per sekali masuk.

Tarif retribusi menggunakan permainan flying fokalwvasan pariwisata
Gunung Kelud bagi wisatawan asing sebesar Rp.0@30 (dua puluh
lima ribu rupiah) per orang per sekali luncuran.

Tarif pengguna rafting bagi wisatawan asing sebBgar250.000,00 (dua
ratus lima puluh ribu rupiah) per paket per oraaggekali pakai.

Pasd 1

Besarnya Retribusi Penggunaan Fasilitas Parldtagikan sebagai berikut :
A. KAWASAN PARIWISAA SUMBER UBALAN:

1.
2.

S

4.

parkir Sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupetsekali parkir;
parkir Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,00 (serilpamy per sekali
parkir;

parkir Sedan, Jeep, Station,Pick Up dan sejenisapasar Rp. 3.000,00
(tiga ribu rupiah) per sekali parkir;

parkir Bus/Truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribuabpper sekali parkir;

. KAWASAN PARIWISPA CORAH :

parkir Sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupetsekali parkir;
parkir Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,00 (serilpiahy per sekali
parkir;

sedan, Jeep, Station, Pick Up dan sejenisnya 3eB@se8.000,00 (tiga
ribu rupiah) per sekali parkir;

parkir Bus/Truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribuabpper sekali parkir.

C. KAWASAN PARIWISATA BESUKI :

1.
2.

4.

parkir Sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima rapiah) per sekali parkir;
parkir Sepeda Motor  sebesar Rp. 1.@0G6ribu rupiah) per sekali
parkir;

parkir Sedan, Jeep, Station, Pick Up dan sejgais sebesar
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir;

parkir Bus/Truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima rippiah) per sekali parkir.

D. KAWASAN PARIWISAT&UNUNG KELUD:

1.

parkir Sepeda sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupetgekali parkir;

parkir Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,00 (duardpiah) per sekali
parkir;

parkir Sedan, Jeep, Station, Pick Up dan sejenisapasar Rp. 3.000,00
(tiga ribu rupiah) per sekali parkir;

parkir Mini bus dan sejenisnya sebesar Rp. 10.@0@g@puluh ribu
rupiah) per sekali parkir.

E. KAWASAN PARIWISATA SRI AJlI JOOBOYO:

1.
2.

parkir Sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupetsekali parkir;
parkir Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,00 (serilpiamy per sekal
parkir;
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3. parkir Sedan, Jeep, Station, Pick Up dan sejenisegaesar
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir;
4. parkir Bus/Truk sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribpiah) per sekali
parkir.
F. KAWASAN PARNSATA SIMPANG LIMA GUMUL
1. sepeda sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupialggbati parkir;
2. sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupealgehali parkir;
3. sedan, jeep, station, pick up dan sejenisnya seBgsa.000,00 (dua
ribu rupiah) per sekali parkir;
4. bus/truk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)se&ali parkir.

Pasal 12
Kawasan Pariwisataggimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakak un
menyelenggarakan hiburan kecuali kawasan Paravi€aindi Surowono dan
Kawasan Pariwisata Candi Tegowangi.

Pasal 13
Tarif masuk kawasan pariwisata sebagaimana dindaklelam Pasal 8 dan

Pasal 9 sudah termasuk asuransi jiwa.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14
Retribusi yang terutang dipungut diaydh Daerah.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atawek lain yang

dipersamakan.
(2) Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditataggngan Peraturan
Kepala Daerah.

BAB IX
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16
Masa Retribusi terutang terjadi pada saat diteshit8KRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.
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BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PMBAYARAN
Pasal 17
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekalidimuka.
(3) Hasil pemungutan retribusi secara bruto disetdf&e Daerah.

BAB Xl
PENAGIHAN

Pasal 18
(1) Penagihan Retridesutang didahului dengan surat teguran.

(2) Penagihan sebagaamdimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan STRD.

BAB XII
KEBERATAN
Pasal 19

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberdtanya kepada Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasanesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paénta 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retg) tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat ipe karena keadaan
diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaan sebagaimana dimaksudgyadg3) adalah suatu
keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasagim retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membegtabusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

(1) Kepala aerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bskgak tangga
surat keberatan diterima harus memberi keputusam &eberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kedoerat

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaialk memberikan
kepastihan hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa kabergang diajukan harus
diberi keputusan oleh Kepala Daerah.

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat beraparima seluruhnya

atau sebagian, menolak, atau menambah besarnybuReyang terutang.
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(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada @yatelah lewat dan
Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, kebergang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian athuubnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditamb#baian bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (élaespbulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat Kiturdy sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKDRLB.

BAB XiIli
KEDALUWARSA PENAGIHAN

(1) Hak untuk melakukan pF;?]Z?glihizn Retribusi menjeglilaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saaitangnya Retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidagi bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan iBesi sebagaimana dimaksud pada aya)
tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran;
b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribbsik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitk&urat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggerimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utangiBesi secara langsung sebagaimana dimaksud patla aya
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadararmenyatakan masih
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinyaad&pPemerintah
Daerabh.

(5) Pengakuan utang Retrilgestara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari peragajpermohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan kebelettdWajib Retribusi

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 23
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagdgil karena hak untuk melakuk
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
(2) Kepala Daerah menetapkan peraturan penghapigamg retribusi daerah yang

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalamlayat (



18

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yangalhevarsa diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV
PEMERIKSAAN RETRIEBU

Pasal 24

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untrkguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksan peraturan

perundang-undangan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau argtatokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhuburdgmmgan objek
Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atamgam yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelamcpemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pis@an Retribusi diatur dengan

(1)

@)

®3)

(4)

(1)

)

Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBBAN RETRIBUSI

Pasal 25
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keangalan pembebasan

retribusi.

Pengurangan dan Kkeringanan retribusi sebagaimanaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhatikan kemampuan WajibbRisir

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada(Byatiberikan dengan
melihat fungsi obyek retribusi.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dabgbasan retribusi diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26
Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusitdiperi insentif atas dasar

pencapaian kinerja tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada dyatdifetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif siehaga dimaksud pada ayat

(1)

(2)

@)

(4)

(1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 27
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungfeamerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukagigi€an tindak pidana
di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalamdabg-Undang Hukum
Acara Pidana.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ags@bat pegawai negeri
sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah ydrapgkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan pegsnddangan.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimasud pada ayat§igh :

a. menerima,mencari, mengumpulkan, dan meneliti ketgma atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retriagar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. menelitimencari, dan mengumpulkan keterangan nmengaerang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang ddakglehubungan
dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dirilzdau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkemangan tindak
pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan geerkbukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan taeamyterhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaingas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang ggaikan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlgngsun memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dipbaw

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakaiRetribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sabagai
tersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan ; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancgsanyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketenpeaaturan perundang-
undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannyaadepPenuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik dnésia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukumrig®Balana.
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BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pasdaktunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa ewwaipesar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau rirdibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiba@nrsghingga merugikan

keuangan daerah diancam dengan pidana kurungaug eaina 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribyesing terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat §lgragelanggaran.

(3) Denda sebagaimana pada ayat (1) merupakan pemasedsaira.

BAB XXI
KETENTUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap tempat rekagaslahraga dilakukan oleh
Kepala Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap tempat rekl@aslahraga oleh Kepala
Daerah dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang bangen

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
(1) Ketentuan mengenai pengenaan besaran tarif retribempat Rekreasi dan
Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daeratiiberlakukan secara
bertahap.
(2) Tata cara pengaturan retribusi Tempat Rekreasi @lahraga secara bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengatuRen Kepala Daerah.

BAB XXIlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daeralsépanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Perakiepala Daerah.
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Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, nis@turan Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempakreasi dan Olahraga
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 NoBjoifambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 26) dicabut dan disyan tidak berlaku.

Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, nréatdan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdram Daerah Kabupaten
Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 282 - 2011

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2011
SEKRETARISDAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

SUPOYO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

l. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun dalam kangeningkatkan pelayanan, pengendalian dan
pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkamtiBate dan kepastian hukum terhadap
keberadaan tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaigiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atkaitelengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi bgerdu mengatur Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olahraga yang ditetapkan dalam Peraturan Daera

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Yang dimaksud dengan anak-anak adakah dibawah 13 (tiga belas) tahun.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.



Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
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BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pasdaktunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa éwwadpesar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau rirdibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiba@nrsghingga merugikan

keuangan daerah diancam dengan pidana kurungaug eaina 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribysing terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat §lgragelanggaran.

(3) Denda sebagaimana pada ayat (1) merupakan pemasedsaira.

BAB XX
KETENTUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap tempat rekagaslahraga dilakukan oleh
Kepala Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap tempat rekerasilahraga oleh Kepala
Daerah dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang bangen

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
(1) Ketentuan mengenai pengenaan besaran tarif rdatribeimpat Rekreasi dan
Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daeratiberlakukan secara
bertahap.
(2) Tata cara pengaturan retribusi Tempat Rekreasi @ahraga secara bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengatuRen Kepala Daerah.

BAB XXIlI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daeralsépanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peratliepala Daerah.
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Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, niks@turan Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempakreasi dan Olahraga
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 NoBjoifambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 26) dicabut dan diyan tidak berlaku.

Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, nrgatdan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdram Daerah Kabupaten
Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal -201l

BUPATI KEDIRI,

HARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
pada tanggal - - 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR



